A.

BAB V

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Sesuai dengan data yang telah terkumpul serta hasil dari analisis data yang

dilakukan oleh peneliti maka didapatkan kesimpulan berdasarkan penelitian yang

berjudul “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Prinsip-

Prinsip Good Governance Pada Kelurahan Paninggilan Utara Kota Tangerang”

maka dapat dibuat kesimpulan sebagaimana peneliti uraikan berdasarkan

pengelompokkan analisis, sebagai berikut:

1. Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kelurahan Paninggilan Utara

Kota Tangerang ditinjau melalui survei kepuasan masyarakat mengacu pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut

a.

Unsur persyaratan: berdasarkan hasil penelitian dinilai masyarakat
belum puas terhadap unsur persyaratan karena, persyaratan pada
pelayanan di Kelurahan Paninggilan Utara masih sulit untuk
menemukan informasinya.

Unsur sistem, mekanisme dan prosedur: berdasarkan hasil penelitian
masyarakat belum puas terhadap unsur sistem, mekanisme dan prosedur
karena, dengan alasan terkait nomor panggil antrian yang belum sesuai.
Unsur waktu penyelesaian: berdasarkan hasil penelitian dinilai
masyarakat belum puas terhadap unsur waktu penyelesaian karena,
pegawai kelurahan yang menandatangani dokumen belum disiplin akan
waktu karena, tidak adanya sistem absensi secara real time.

Unsur biaya atau tarif: berdasarkan hasil penelitian dinilai masyarakat
belum puas terhadap unsur biaya atau tarif karena, Petugas pelayanan
masih menormalisasi terkait imbalan yang diberikan oleh warga.

Unsur produk spesifikasi jenis pelayanan: berdasarkan hasil penelitian

dinilai masyarakat sudah puas dengan unsur produk spesifikasi jenis
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pelayanan karena petugas pelayanan selalu memberikan produk layanan
yang sesuai.

f. Unsur kompetensi pelaksana: berdasarkan hasil penelitian dinilai
masyarakat belum puas terhadap unsur kompetensi pelaksana karena,
salah satu pegawai belum memiliki keahlian yang cukup memuaskan di
bidangnya.

g. Unsur perilaku pelaksana: berdasarkan hasil penelitian masyarakat
menilai sudah puas terhadap unsur perilaku pelaksana karena, sudah
sopan, ramah dan informatif.

h. Unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan: berdasarkan hasil
penelitian masyarakat belum puas terkait unsur penanganan pengaduan,
saran dan masukan karena, dinilai lama untuk ditindaklanjuti.

i. Unsur sarana dan prasarana: berdasarkan hasil penelitian dinilai
masyarakat belum puas terhadap unsur sarana dan prasarana karena,
masih belum ada fasilitas penunjang kegiatan kelurahan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pelayanan
publik di Kelurahan Paninggilan Utara Kota Tangerang
Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan
pelayanan publik di Kelurahan Paninggilan Utara yaitu faktor pendukung
dan faktor penghambat.

a. Faktor pendukung

1) Unsur produk spesifikasi jenis pelayanan: berdasarkan hasil
penelitian diperlukan prinsip akuntabilitas.
2) Unsur perilaku pelaksana: berdasarkan hasil penelitian diperlukan
prinsip akuntabilitas.

b. Faktor penghambat
1) Unsur persyaratan: berdasarkan hasil penelitian diperlukan prinsip

transparansi
2) Unsur sistem, mekanisme dan prosedur: berdasarkan hasil penelitian

dibutuhkan prinsip berkeadilan.
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B.

3) Unsur waktu penyelesaian: berdasarkan hasil penelitian dibutuhkan
prinsip efektivitas dan efisiensi.

4) Unsur biaya atau tarif: berdasarkan hasil penelitian

5) Unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan: berdasarkan
hasil penelitian dibutuhkan prinsip akuntabilitas, prinsip
transparansi dan daya tanggap.

6) Unsur kompetensi pelaksana: berdasarkan hasil penelitian
dibutuhkan prinsip akuntabilitas.

7) Unsur sarana dan prasarana: berdasarkan hasil penelitian dibutuhkan

prinsip berkeadilan.

Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat dilakukan
untuk peningkatan kualitas pelayanan publik pada Kelurahan Paninggilan Utara

Kota Tangerang, yaitu:

1. Penyelenggaraan pelayanan publik di Kelurahan Paninggilan Utara Kota
Tangerang ditinjau melalui survei kepuasan masyarakat mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
a. Unsur persyaratan, peningkatan terkait informasi yang dapat

dimanfaatkan dan diakses melalui media komunikasi.

b. Unsur sistem, mekanisme dan prosedur, perbaikan terkait pengambilan
nomor antrian, kelurahan bisa menggunakan media kertas untuk nomor
antrian, jika belum mampu untuk melakukan pengadaan terkait
pengambilan nomor antrian otomatis.

c. Unsur waktu penyelesaian, peningkatan terkait disiplin waktu dari
pegawai pelayanan, Lurah dapat menindak tegas pegawai dan petugas

yang terlambat.
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Unsur biaya atau tarif, pengawasan terkait penerimaan imbalan dari
masyarakat dan perlu edukasi terhadap masyarakat agar tidak
menormalisasi memberikan imbalan kepada Petugas pelayanan.

Unsur produk spesifikasi jenis pelayanan, kelurahan harus sering
mengevaluasi agar tidak ada penurunan terkait produk spesifikasi jenis
pelayanan.

Unsur kompetensi Pelaksana, kelurahan perlu meningkatkan
kompetensi Petugas pelayanan, agar setiap Petugas pelayanan memiliki
kemampuan yang sama.

Unsur perilaku pelaksana, petugas pelayanan perlu meningkatkan
kontrol sikap terkait kesopanan dan keramahan pada situasi tertentu.
Unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan, kelurahan perlu
memperbaiki dan meningkatkan agar bisa lebih responsif terhadap
masyarakat yang melakukan pengaduan.

Unsur sarana dan prasarana, kelurahan dapat menambahkan pengadaan
terkait fasilitas penunjang seperti cctv.

. Faktor yang mempengaruhi berdasarkan prinsip-prinsip good governance

a.

Prinsip partisipasi, kelurahan perlu meningkatkan komunikasi kepada
warga, agar warga dapat berpartisipasi pada setiap kegiatan kelurahan.
Prinsip transparansi, kelurahan dapat mengoptimalkan media sosial
untuk membagikan informasi terkait informasi yang dibutuhkan
masyarakat dan berkaitan dengan kelurahan.

Prinsip akuntabilitas, pegawai kelurahan dapat lebih bertanggung jawab
atas tugas dan fungsi pada setiap jabatannya.

Prinsip daya tanggap, kelurahan dapat lebih responsif terhadap saran,
masukan dan pengaduan dari warga.

Prinsip efektivitas dan efisiensi, pegawai kelurahan dapat lebih disiplin
dan tanggung jawab atas regulasi yang berlaku agar pelayanan dapat

dilaksanakan secara optimal.
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f. Prinsip berkeadilan, Lurah harus bertindak kepada Petugas pelayanan
agar tidak memandang jabatan dari masyarakat yang melakukan

pelayanan.
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